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PUTUSAN
Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Batg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 7303041112850001, tempat dan tanggal lahir
Bantaeng, 11 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan
xxxxxx, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXX, Kelurahan XXxxxxXXX®K, XXXXXXXXX XXXXX
XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Propinsi Sulawesi Selatan,

sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK.7303024704910003, tempat dan tanggal lahir
Bantaeng, 07 April 1991, agama Islam, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, Rt 001,
RW 002, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXX, Propinsi Sulawesi Selatan,

sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Agustus 2024
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260/Pdt.G/2024/PA.Batg, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari
Rabu, tanggal 15 Februari 2017 dan tercatat pada PPN KUA XXXXXXXXX
XXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
0050/13/11/2017 tanggal 15 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah orang tua Termohon di XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
XHHXXXXXXX XXXXXXXK, XKXXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon
telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat
tanggal lahir Bantaeng, 14 November 2020 (usia 3 tahun 8 bulan), dan
dalam asuhan Termohon;
4, Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2021
pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan
pertengkaran di sebabkan Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama
Pemohon sementara Pemohon juga tidak bisa tinggal di XXxXX XXXXx
karena Pemohon bekerja di Ereng-ereng;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada
bulan Juni tahun 2021 pada saat itu Pemohon mengajak Termohon
untuk ikut tinggal bersama Pemohon di Ereng-ereng namun Termohon
menolak dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua
Termohon dengan keadaan tersebut, Pemohon pergi meninggalkan
Termohon dan tidak kembali lagi yang hingga kini telah berlangsung
kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang
terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang
telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
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8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon
merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah
tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh
karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan
ini dengan perceraian;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2, Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan

talak satu raji terhadap Termohon TERMOHON didepan Pengadilan

Agama Bantaeng;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang
berlaku;
Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut

hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan relaas Nomor
260/Pdt.G/2024/PA.Batg tanggal 15 Agustus 2024 dan 27 Agustus 2024 yang
dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan, maka Majelis Hakim tidak mengupayakan damai dan tidak pula
memerintahkan Pemohon untuk menempuh mediasi;
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Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup
untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud
dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii pemohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon
Nomor: 235/EE/KTB/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang
dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan Tompobulu,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan ternyata asli, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303041112850001
atas nama Wildan, S. Pd.l alias Wildan, tanggal 21 Oktober 2018 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX
XXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bantaeng XXXXXXXXX
XXXXXXXX Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0050/13/11/2017 Tanggal 15
Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 27 Agustus 1966,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di
KABUPATEN BANTAENG, ayah kandung Pemohon, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istersi;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal
di rumah orangtua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak
perempuan dalam asuhan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun
dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
rukun lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon secara langsung;

- Bahwa Termohon telah pergi selama lebih dari 20 (dua puluh)
tahun;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan diantara keduanya karena
Termohon memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua
Termohon dan tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon di
XXXXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon bekerja di xxxxxxxxxxx yang jaraknya sangat
jauh dengan rumah orangtua Termohon di jalan Elang sehingga
tidak memungkinkan untuk tinggal disana;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juni
tahun 2021 sampai dengan sekarang sudah mencapai tiga tahun
dua bulan lamanya,;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak
pernah lagi bertemu dan berkomunikasi selayaknya suami dan istri;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sampai
dengan sekarang;

- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon
dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak

sanggup lagi merukunkannya.

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 06 September
1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX,
tempat kediaman di Lingkungan KABUPATEN BANTAENG, ibu
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kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal
di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak
perempuan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun
dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon secara langsung;
- Bahwa Termohon telah pergi selama lebih dari 20 (dua puluh)
tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan diantara keduanya karena
Termohon memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua
Termohon dan tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon di
XXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon bekerja di xxxxxxxxxxx yang jaraknya sangat
jauh dengan rumah orangtua Termohon di jalan Elang sehingga
tidak memungkinkan untuk tinggal disana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juni
tahun 2021 sampai dengan sekarang sudah mencapai tiga tahun
dua bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak
pernah lagi bertemu dan berkomunikasi selayaknya suami dan istri;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sampai
dengan sekarang;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon
dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak

sanggup lagi merukunkannya.
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Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohonan
tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi
sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya
perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii angka 1 sampai
dengan 9, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Asi Surat Keterangan Domisili dan
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut
menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah yuridiksi

Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
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formil dan materiil, dan terbukti Pengadilan Agama Bantaeng berwenang dalam
memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menerangkan adanya peristiwva hukum pernikahan
antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2017,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga
berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon
terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak
serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh
karenanya patut dikualifisir sebagai Legitima Persona Standi in Judicio ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah
disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara
terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama
dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, hal mana
merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana
maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai
perselisihan yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon
selama tiga tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai bukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti
sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon,
Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai
berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah
dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama tiga tahun
lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah lagi bersatu;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga pihak sudah berusaha
merukunkunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah
terbukti adanya fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisah tempat
tinggal selama tiga tahun telah berpisah lamanya dan tidak pernah bersatu lagi,
yang mana perselisihan dan pertengkaran landasannya bukan semata-mata
adanya pertengkaran adu mulut ataupun pertengkaran fisik, akan tetapi juga
sikap saling diam dan tidak memperdulikan satu sama lain yang terjadi secara
nyata antara suami istri;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain
saling diam menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, dan jauh dari
suasana utuh dalam kebahagiaan merupakan salah satu tolak ukur rumah
tangga yang tidak harmonis dan mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti
terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga
dengan prinsip mu’asyarah bil-ma’ruf telah gagal diperankan Pemohon dan
Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan
Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam
keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap
harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan
madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti
beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis
berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar
talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon,
belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin
talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga
oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon
adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah
dalam Al-Quran surat Al-Bagarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

o=l c gr o alll gls HMlalllgo ;¢ lg

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk
menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh
karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang

Pengadilan Agama Bantaeng;
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4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 September
2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Nova
Noviana, S.H sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Bantaeng Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Batg, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu
oleh Junaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti

ttd
Junaedi, S.H.

Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp30.000,00
2 Proses Rp100.000,00
3. Panggilan Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
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